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TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI PADA 

ALIH FUNGSI LAHAN NON-PERTANIAN TERHADAP PENGATURAN TATA 
RUANG DAN WILAYAH (Studi Kasus di Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten 

Klaten, Jawa Tengah) 
 

ABSTRAK: Penelitian menjawab problematika penetapan Lahan Sawah yang Dilindung 
pada alih fungsi lahan non-pertanian yang terkait dengan pengaturan tata ruang dan wilayah 
Kabupaten Klaten serta merumuskan konsep upaya hukum terhadap penetapan Lahan 
Sawah yang Dilindung pada alih fungsi lahan non-pertanian terhadap pengaturan tata ruang 
dan wilayah Kabupaten Klaten. Penetapan Lahan Sawah yang Dilindung di wilayah 
Pemerintah Kabupaten memberikan dampak ketidakpastian hukum. Apabila lahan non-
pertanian yang ditetapkan telah diatur berbeda dalam Peraturan Daerah Tata Ruang dan 
Tata Wilayah. Pemerintah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindung berdasarkan peta citra 
satelit dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Tujuannya, menciptakan 
sekuritas dan mengurangi alih fungsi lahan non-pertanian yang tidak sesuai perundang-
undangan. Faktanya, kebijakan berdampak pada kerugian alih fungsi lahan non-pertanian 
yang sudah sesuai peraturan perundang-undangan tetapi kemudian ditetapkan sebagai 
Lahan Sawah yang Dilindung. 
Para pihak yang melakukan alih fungsi, mengalami kerugian dan ketidakpastian hukum 
mengingat perikatan sudah dilakukan sebelum penetapan. Penelitian ini normatif dengan 
menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis melalui pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian adalah problematika penetapan Lahan Sawah yang Dilindung pada alih 
fungsi lahan non-pertanian yang terkait dengan pengaturan tata ruang dan wilayah 
Kabupaten Klaten mencakup dampak hukum dan ekonomi penetapan Lahan Sawah yang 
Dilindung terhadap pihak yang telah memiliki perikatan, problem harmonisasi dan 
singkronisasi antara perundang-undangan yang metetapkan Lahan Sawah yang Dilindung 
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur alih fungsi lahan non-pertanian, 
belum terdapat tindak lanjut penyusunan peraturan daerah yang mengatur larangan alih 
fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Baku Sawah, dan kurangnya 
aspek teknis yang mengatur pelaksanaan alih fungsi lahan non-pertanian. Sedangkan, 
konsep upaya hukum terhadap penetapan Lahan Sawah yang Dilindung pada alih fungsi 
lahan non-pertanian terhadap pengaturan tata ruang dan wilayah Kabupaten Klaten 
meliputi upaya hukum secara preventif permohonan pendataan ulang dan pencocokan 
penetapan Lahan Sawah yang Dilindung pada alih fungsi lahan non-pertanian, dan upaya 
hukum perdata terhadap penetapan Lahan Sawah yang Dilindung pada alih fungsi lahan 
non-pertanian sebagai perbuatan melawan hukum. 
Kata Kunci: alih fungsi; Lahan Sawah yang Dilindung; non-pertanian; tata ruang dan 
wilayah. 
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ABSTRACT 
The research answers the problem of determining the LSD in the conversion of non-
agricultural land functions related to the spatial and regional planning of Klaten Regency 
and formulates the concept of legal efforts regarding the determination of protected rice 
fields (as LSD) in the conversion of non-agricultural land functions against the spatial and 
regional planning of Klaten Regency. The determination of LSD in the Regency 
Government area has an impact on legal uncertainty. If designated non-agricultural land 
is regulated differently in the Regional Spatial Planning and Regional Planning 
Regulations, the government determines LSD based on satellite imagery maps by 
optimizing the development of digital technology. The goal is to create security and 
minimize the conversion of non-agricultural land that does not comply with laws and 
regulations. In fact, this policy has resulted in losses for non-agricultural land conversions 
that comply with laws and regulations but are then designated as LSD. The parties who 
carried out the transfer of function experienced material losses and legal uncertainty 
considering that the agreement had been made and regarding the determination. This 
research is normative, using primary and secondary legal materials analyzed through a 
statutory approach and a conceptual approach. The results of the study are the problems 
of determining LSD in the conversion of non-agricultural land functions related to spatial 
and regional planning in Klaten Regency, including the legal and economic impacts of 
determining LSD on parties who have contracts, problems of harmonization and 
synchronization between legislation that determines LSD and legislation that regulates the 
conversion of non-agricultural land functions, there has been no follow-up in the 
preparation of regional regulations that regulate the prohibition of conversion of LP2B and 
LBS functions, and the lack of technical aspects that regulate the implementation of 
conversion of non-agricultural land functions. The concept of legal efforts against the 
determination of LSD in the conversion of non-agricultural land functions against the 
spatial and regional planning of Klaten Regency includes preventive legal efforts in the 
form of requests for re-registration and matching of LSD determinations in the conversion 
of non-agricultural land functions, and civil legal efforts against the determination of LSD 
in the conversion of non-agricultural land functions as an unlawful act. 
 
Keyword: change of function; LSD; non-agricultural; spatial and territorial layout. 
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